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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2017TENTANGRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANGPEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti kebutuhan Organisasi perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Nomor 2  Tahun 2017 tentang Rencana
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Mengingat

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
3);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Koordinator = Bidang Pembangunan  Manusia dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
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Menetapkan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1275);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015-20109.

Pasal I
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1275) diubah sehingga menjadi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator

ini.

Pasal II
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2019
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI 3 KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM
1. Kondisi Nasional Periode 2009-2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan
Republik Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah
Indonesia vang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Salah satu perwujudan
dari visi tersebut adalah ditandai dengan meningkatnya daya saing bangsa
Indonesia.

Pembangunan Nasional telah memberikan capaian pada berbagai
aspek kehidupan bangsa. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meningkat dari tahun 2009
sebesar 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan inflasi yang
terkendali, suku bunga yang stabil, dan nilai tukar yang menguat.

Capaian indikator kesejahteraan rakyat ditandai dengan pendapatan
per kapita US$4.000 pada tahun 2014. Human Development Index (HDI)
Indonesia 0,732 pada tahun 2013, vang berarti pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi bangsa Indonesia membaik. Jika pada tahun 2009 tingkat
kemiskinan 16,7 persen, maka pada tahun 2013 menjadi 11,96 persen.
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